No. Uraian

RENCANA AKSI
KECAMATAN BUNGAH
TAHUN 2026

Indikator

Visi : Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjumn sebagan Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kese]ahtaraan Masyarakat

1 Terwujudnya Penyetenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas

1.1 Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Pricritas Pendidikan di Tingkat Desa/
Kelurahan

111 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1.1.1.1 - PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN

1.1.1.1.1 PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

a. Monitoring mndanaan pendidikan Pos PAUD dan Karang Taruna di perdesaan
b. Pembinaan Karang Taruna Desa
2 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas

21 Memngkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Kesehatan di Tngkat Desa/
Kelurahan

21.1 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

2.1.1.1  PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN T[NGKAT KECAMATAN
2;1 .1.1.1 ~ PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
a. Rapat Koordinasi UKS
b. Monitering pendanaan keseﬁatan di perdesaan
3 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas

3.1 Memngkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Daerah di Tngkat Desa / Kelurahan

Harapan Lama Sekolah

Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan

Persentase desa yang melaksanakan program prioritas pada bidang
pendidikan

Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina

Jumizh desa yang melaksanakan pemblnaan pelatlhan PKK (Pos PAUD),
Karang Taruna

Laporan hasil evaluasi dan monev APBDes

Jumigh kegiatan pembinaan Karang Taruna

Usis harapan hidup

Rasio Pendanaan Kesehatan di Perdesaan

" Persentase desa yang melaksanakan Program Pricritas pada Bidang

Kesehatan

Presentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina

Jumigh desa yang melaksanakan pembinaan UKS, Posyandu dil

Jumlah keglatan Rapat Koordinasi UKS
[ Laporan hasil evaluasi dan monev APBDes

- Indeks Pertindungan Anak

Rasio Pendanaan Pertindungan Anak di Perdesaan

TWII

Target

TWII

WiV



No. Uraian

3.1.1  PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

3.1.1.1  PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN

3.1.1.1.1  PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

a. Monitoring pendanaan perlindungan anak di perdesaan
4 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas

4.1 Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Pemberdayaan Perempuan di Tingkat
Desa / Kelurahan

411 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

4.1.1.1 PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN TINGKAT KECAMATAN
41111  PENYELENGGARAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN -
a. Monitoring pendanaan permberdayaan perempuan di perdesaaﬁ
b. Pembinaan/Pelatihan PKK Desa oleh TP PKK Kecamatan
5 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas
5.1 Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Infrasruktur Desa / Kélurahan

5.1.1 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

5.1.1.1 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA

5.1.1.1.1 PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA

a. Melaksanakan Musrenbang Kecamatan
b. Monitering pendanaan infrastruktur di perdesaan

6 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas

Indikator

Persentase desa yang melaksanakan program prioritas pada bidang
periindungan anak

Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina

Jumiah desa yang melaksanakan pembinaan atau sosialisasi pencegahan
pemikahan anak usia dini, kampanye stop kekerasan pada anak, posyandu
anak dan remaja

Laporan hasil evaluasi dan monev APBDes

Indeks Pemberdayaan Gender

Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan di kawasan perdesaan
Persentase desa yang melaksanakan program prioritas pada bidang

pemberdayaan perempuan di kawasan perdesaan

Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina

- Jumlah desa yang melaksanakan pembinaan PKK Desa

Laporan hasil evaiuasi dan monev APBDes

Jumiah kegiatan pembinaan/pelatihan PKK Desa oleh TP PKK Kecamatan
Rasio Government Expenditure

Rasio belanja infrasruktur desa

Persentase Desa Yang Melaksanakan Program Prioritas di Bidang
Infrastruktur Desa

Jumiah koordinasi pemberdayaan desa

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Jumlah peserta Musrenbang Kecamatan
Laporan hasil evaluasi dan monev APBDes

Indeks Risiko Bencana

TWI

110

T™WII

Target

T™WII

TWIV



No. Uraian Indikator Target

TWI TWII TWII TWIV
6.1 Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Prioritas Penanggulangan Bencana di Tingkat ~ Rasio pembiayaan penanggulangan bencana di desa
Desa / Kelurahan
6.1.1 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Persentase desa yang melaksanakan program prioritas pada bidang
penanggulangan bencana
6.1.1.1 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Trantibum
UMUM
6.1.1.1.1 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik
NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan Bungah
a. Rapat Koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Jumlah laporan kegiatan sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik 4 4 4 4
Nasional Indonesia dan Instransi Verfitakl di wilayah Kecamatan Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instransi Verfitakal di wilayah
Kecamatan
b. Monitoring pendanaan penanggulangan bencana di perdesaan Laporan hasil evaluasi dan monev APBDes - - - 1
7  Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas Indeks Pelayanan Publik
7.1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
7.1.1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti
7.1.1.1 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK DILAKSANAKAN Jumlah SDM Pelayanan Publik di Kecamatan Bungah yang mendapat
OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA DI KECAMATAN pembinaan
7.1.11.1 PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT  Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan pelayanan publik
DI WILAYAH KECAMATAN
a. Melaksanakan Kepuasan Masyarakat secara berkala, dengan metodologi yang Laporan hasil IKM SUKMAe JATIM 89 89 89 89
transparan dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan sebgai dasar pengambilan
kebijakan perbaikan layanan melaui aplikasi SUKMAe JATIM
. Gresik, 2026
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